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 ABSTRAK  
 
Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah yaitu kredit untuk membiayai pembagunan 
atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang. Konsumen 
(nasabah) yang ingin memiliki rumah bisa dengan pembelian secara kredit yang di 
angsur pada Bank BTN dan juga bisa secara kontan, jika konsumen (nasabah) 
menyetujui semua ketentuan-ketentuan dan persyaratan dari bank maka terjadilah 
perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara bank dengan konsumen (nasabah). 
Bertujuan untuk mengetahui proses dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah pada 
Bank BTN Kantor Cabang Solo, serta untuk mengetahui peraturan yang berlaku pada 
pihak bank dengan konsumen, hak dan kewajibannya dan tanggung jawab hukum 
dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. Metode penelitian bersifat normatif 
dengan jenis penelitian deskriptif karena akan menguraikan secara sistematis dan 
menyeluruh tentang perjanjian, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab hukum 
apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dalam perjanjian Kredit Pemilikan 
Rumah. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk 
mencari data sekunder sehingga dapat dikaitkan dengan data primer yang diperoleh 
dari penelitian lapangan. Hasil penelitian dan pembahasan dalam proses perjanjian 
Kredit Pemilikan Rumah dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi persyatan-
persyatan dan ketentuan-ketentuan yang diatur secara khusus dari bank dan hukum 
perdata. Perjanjian kredit tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak 
yang harus dilaksanakan. Sedangkan tanggung jawab hukum muncul karena adanya 
kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan 
kewajibannya. Kesalahannya dapat didasarkan pada wanprestasi karena kelalaian atau 
kealpaan yang melanggar perjanjian, sehingga harus bertanggung jawab menganti 
kerugian. 
 





Credit/Financing of Home Ownership is a credit to finance the construction or 
purchase of housing and usually long term. The consumer (customers) who want to 
own a home can with credit purchases in the grading at Bank BTN and also can be in 
cash, if the consumer (the customer) approves all the terms and conditions of the bank 
then there is a agreement of Housing Credit between the bank and the consumer 
(customers). The purpose of this to know the process of House Ownership Credit 
Agreement at Bank BTN Solo Branch Office, and to know the rules applicable to the 
bank with the consumer, their rights and obligations and legal responsibility in House 
Ownership Credit Agreement. The research method is normative with descriptive 
research because it will describe systematically and comprehensively about the 
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agreement, rights and obligation, and legal responsibility if one of the parties make a 
mistake in the agreement of Home Ownership Credit. Sources of data in this study 
used literature research to find secondary data so that it can be associated with 
primary data obtained from field research. The results of research and discussion in 
the process of Home Ownership Credit Agreement can be executed if it has fulfilled 
the requirements and terms specially regulated from banks and civil law. The credit 
agreement creates rights and obligations for the parties to be implemented. While the 
legal responsibility arises because of an error committed by one of the parties who do 
not perform their obligations. The error may be based on default due to negligence or 
negligence in violation of the agreement, so it shall be liable to reimburse the losses. 
 
Keywords : Home Ownership Credit, Credit Agreement, Legal Responsibility 
 
1. PENDAHULUAN 
Semakin pentingnya bank untuk kebutuhan masyarakat dan meningkatnya 
perekonomian, maka diketahuilah pula bahwa fungsi bank yaitu sebagai 
penghimpunan dana bagi masyarakat serta menyalurkannya kembali dana tersebut 
kepada masyarakat. Penyaluran dana yang diberikan bank kepada masyarakat 
dalam bentuk kredit.1 
Kredit merupakan bentuk penyaluran atau memperoleh dana secara cepat. 
Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama 
bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, 
(Hasibuan, 2008:87). Jadi kredit merupakan bentuk pinjaman oleh nasabah 
kepada bank dalam bentuk uang maupun barang dengan adanya perjanjian oleh 
nasabah kepada bank dalam bentuk uang maupun barang dengan adanya 
perjanjian, waktu pinjaman yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. 
Sedangkan kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi 
secara pribadi, dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang 
dihasilkan, karena memang digunakan oleh seseorang atau badan usaha (Kasmir, 
2008:110). Kredit konsumtif terdiri dari kredit modal pribadi, kredit perumahan, 
kredit barang-barang kebutuhan rumah tangga, kredit kendaraan bermotor dan 
kredit lainnya yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. 
                                                            
1 Nur Suci Atmawati, 2015, Analisis Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dalam Rangka 
Mengurangi Non Perfoming Loan, Malang: Jurnal Administrasi Bisnis, hal.1-2. 
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Salah satu jenis kredit yang sampai saat ini masih diminati dan dibutuhkan 
oleh masyarakat adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). KPR oleh bank dibagi 
lagi menjadi dua jenis yaitu KPR Bersupsidi dan KPR Non Subsidi. Kredit ini 
sangat diminati oleh masyarakat mengingat bahwa rumah adalah kebutuhan 
pokok masyarakat, apalagi dengan adanya KPR Bersubsidi yang disubsidikan 
khusus oleh pemerintah yang bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), 
Masyarakat Berpenghasilan Menegah (MBM), Pegawai Negeri Sipil (PNS), 
Pegawai Wiraswasta, dan Wiraswasta yang merupakan kepemilikan rumah 
pertama (btn.co.id). pada saat pemberian kredit membutuhkan sebuah sistem yang 
digunakan untuk memantau pemberian kredit tersebut.2 
Pemberian kredit berarti pemberian kepercayaan. Kepercayaan dari pihak 
pemberi mengandung arti bahwa pihak penerima akan mempergunakan prestasi 
yang diterimanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati dan mempunyai 
kemampuan atau kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut pada suatu 
waktu tertentu di masa yang akan datang. Pelepasan kredit berarti menghadapi 
kemungkinan-kemungkinan tertimpa resiko dan di segi lain pendapatan bank 
terutama berasal dari kegiatan kredit. kredit baru diluncurkan setelah ada suatu 
kesepakatan tertulis, walaupun mungkin dalam bentuk yang sangat sederhana 
antara pihak kreditur sebagai pemberi kredit dengan pihak debitur sebagai 
penerima kredit. Kesepakatan tertulis ini sering disebut dengan perjanjian kredit 
(credit agreement, loan agreement).3 
Pada prakteknya dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR), banyak terjadi debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau 
melanggar perjanjian yang dinyatakan wanprestasi, bila debitur melakukan atau 
berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya seperti : 
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya 
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan 
                                                            
2 Wulan Angka Sari & Raden Rustam Hidayat, 2016,  Analisis Sistem Prosedur Pemberian Kredit 
Kepemilikan Rumah BTN Bersupsidi Dalam Usaha Mendukung Pengendalian Manajemen Kredit,  
Jurnal Administrasi Bisnis, hal.92. 
3 Munir Fuady, 2002,  Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hal.31. 
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3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat 
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya4 
Jika debitur sebagai pihak yang wajib memenuhi kewajibannya tidak melakukan 
pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian, maka kreditur yang merasa di 
rugikan oleh sikap debitur tersebut, dapat melakukan permintaan ganti rugi yang 
diderita oleh kreditur, sehingga debitur harus bertanggung jawab atas dasar 
wanprestasi.  
Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi : Pertama, 
bagaimana proses perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank BTN 
Kantor Cabanag Solo. Kedua, bagaimana peraturan yang berlaku pada pihak bank 
serta hak dan kewajiban pihak bank dengan nasabah dalam perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank Kantor Cabanag Solo. Ketiga, bagaimana 
tanggung jawab hukum dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah jika salah satu 
pihak melakukan kesalahan.  
Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui proses perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR), hak dan kewajiban dan peraturan yang berlaku pada 
para pihak dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) serta untuk 
mengetahui tanggung jawab hukum dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) jika salah satu pihak melakukan kesalahan. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif 
yaitu usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum normatif5, 
dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Sumber data meliputi data 
sekunder dan data primer. Tehnik pengumpulan data menggunakan studi 
kepustakaan, dan studi lapangan yang menggunakan wawancara dan observasi. 
Metode analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode dan 
tehnik pengumpulan data dengan cara memakai dan menganalisis data sekunder 
                                                            
4 Subekti, 1983, Hukum Perjanjian, Jakarta: PT Intermasa, hal.45. 
5 Hadikusuma Hilman, 1995, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit 
Mandar Maju, hal.60. 
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yang dipadukan dengan data primer yang diperoleh dari studi lapangan yang 
berupa hasil wawancara.  
 
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
 Dalam proses perjanjian Kredit Pemilikan Rumah anatara pihak bank 
dengan pihak konsumen (nasabah) dilalui beberapa tahap yaitu : 
3.1.1 Proses Sebelum Terjadinya Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) 
 Sebelum dilakukannya proses perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) harus memenuhi semua persyaratan administratif dan mengisi formulir 
pengajuan permohonan Kredit Pemilikan Rumah setelah mempelajari formulir 
yang diberikan oleh pihak bank dan menyetujuinya kemudian dilakukan 
perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), syarat-syaratnya meliputi : 
3.1.1.1 Syarat administratif  
 Persyaratan administratif berisikan persyaratan lain selain yang diatur 
dalam Undang-Undang seperti dokumen-dokumen pendukung untuk 
terselenggaranya perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Misalnya Kartu 
Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy nomor NPWP Pribadi, Surat Keterangan 
Kerja, Slip Pengahasilan dan Fotocopy Sertifikat yang dimiliki dan lain 
sebagainya. Sedangkan syarat yang lainnya yang sesuai dengan KUHPerdata 
yaitu pemohon telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, berpengahasilan tetap 
dan tidak tetap. Semua persyaratan tersebut sudah dinggap benar dan lengkap 
serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 
 kemudian pemohon (nasabah) dengan bank (kreditor) melakukan 
perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang mana konsumen (nasabah) 
yang mengajukan pemohonan kredit pemilikan rumah harus melakukan 
pembayaran uang muka (DP) terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan yang 
telah ditentukan sebesar 10% dari harga rumah yang ingin dibeli oleh 
pemohon (nasabah) tersebut. Dan pemohon juga harus membayar biaya-biaya 
yang timbul dari perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), seperti 
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membayar pajak pembelian dan pajak penjualan serta adanya kemungkinan 
biaya administrasi dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang 
dilakukannya. 
3.1.2  Pada Saat Terjadinya Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
 Setelah Setelah konsumen (nasabah) dan bank (kreditor) menyetujui isi 
perjanjian mengenai permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tersebut 
maka terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak, setelah kedua belah 
pihak sepakat dan telah ditandatanganinya surat perjanjian Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) oleh kedua belah pihak maka dibuatlah akta jual beli mengenai 
Kredit pemilikan Rumah (KPR) antara konsumen (nasabah) dengan Bank 
(kreditor) di hadapan Notaris/PPAT yang disertai dengan pengikatan jaminan. 
Yang mana dari kesepakatan tersebut menimbulkan hubungan hukum antara 
konsumen (nasabah) dengan bank (kreditor) serta menimbulkan hak dan 
kewajiban bagi para pihak yang melakukan perjanjian Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR). 
 Setelah ditandatanganinya surat perjanjian dan akta jual beli didepan 
Notaris/PPAT oleh bank (kreditor) dengan konsumen (nasabah) mengenai 
kredit pemilikan rumah maka setelah itu di buatlah perjanjian pelunasan 
hutang yang mengatur mengenai kewajiban konsumen (nasabah) untuk 
membayar hutangnya kepada Bank selaku kreditor dengan jangka waktu yang 
telah ditentukan dalam perjanjian. Dan pemberian sertifikat atas rumah dan 
tanah tersebut diberikan sebelum terjadinya akad perjanjian Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR), yang mana sertifikat tersebut menjadi jaminan bagi konsumen 
(nasabah) dalam hal pelunasan hutangnya kepada bank (kreditor), apabila 
hutang konsumen (nasabah) telah lunas maka dengan itu bank harus 
menyerahkan sertifikat atas rumah dan tanah kepada konsumen (nasabah) 
kembali. 
3.1.3 Setelah Terjadinya Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  
 Setelah semua proses dalam perjanjian kredit pemilikan rumah antara 
bank (kreditor) dengan konsumen (nasabah) di nyatakan selesai maka 
konsumen (nasabah) dapat menerima kunci atas rumah dan dapat segera 
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menghuni rumah tersebut dengan dilampirkan fotocopy Akta Jual Beli serta 
penyerahan kembali Sertifikat Hak Milik rumah dan tanah atas nama 
konsumen (nasabah)  oleh pihak bank sebagai kreditor. 
3.2 Peraturan yang Berlaku pada Pihak Bank serta Hak dan Kewajiban 
Pihak Bank dengan Nasabah dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) 
3.2.1 Hak dan Kewajiban Bank  
 Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan 
mengenai hak dan kewajiban bank yaitu : (1) menerima pembayaran angsuran 
yang berjalan tertib setiap bulan sampai dengan batas waktu kredit selesai, (2) 
menerima atau menyimpan anggunan kredit jaminan dari kredit, (3) 
mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada konsumen 
(nasabah). 
 Sedangkan dalam Pasal 1131 KUHPerdata terdapat asas umum hak 
seorang kreditur ialah hak kreditur terhadap debitur mengatur segala 
kebendaan si debitur (si berutang), baik benda bergerak maupun benda tidak 
bergerak. Kewajiban pihak Bank yaitu : (1) memberikan pembiyaan, (2) 
menyerahkan dokumen pada saat kreditnya sudah lunas, (3) mengembalikan 
anggunan ketika kreditnya sudah lunas, (4) memberika kemudahan bagi 
konsumen untuk dapat memiliki dan melaksanakan isi perjanjian kredit. 
Sehingga dapat dikatakan hak dan kewajiban pihak bank dalam perjanjian 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini memberikan pembiyaan kepda konsumen 
(nasabah) yang akan membeli rumah dengan cara kredit, serta memberikan 
kemudahan bagi konsumen (nasabah) untuk dapat memiliki dan 
melaksanakan isi dari perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ini yang 
sudah ditentukan sebelum terjadinya kesepakatan antara pihak bank dengan 
konsumen (nasabah).  
3.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen (nasabah) 
 Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen menyatakan hak konsumen yaitu : (1) hak akan 
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menerima dokumen yang menjadi jaminan selama perjanjian kreditnya sudah 
lunas, (2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai 
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan oleh konsumen, 
(3) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai barang 
dan/atau jasa, (4) Hak atas informasi yang benar, jelas mengenai kondisi dn 
jaminan barang dan/atau jasa, (5) Hak untuk mendapatkan advokasi, 
perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara 
patut, (6) dan lain-lain.  
 Sedangkan kewajiban konsumen (nasabah) yaitu membayar angsuran 
secara tertib setiap bulan sampai dengan priodenya berakhir dan memenuhi 
segala persyaratan administratif untuk pengambilan Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR). Konsumen (nasabah) juga berkewajiban menyerahkan Sertifikat Hak 
Milik Atas Rumah dan Bangunan atas nama konsumen (nasabah) agar bank 
dapat memastikan konsumen (nasabah) membayarkan angsurannya secara 
tepat waktu sampai tanggal jatuh tempo Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR).  
3.3 Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) jika Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan   
 Dalam hak dan kewajiban pihak bank dengan pihak konsumen (nasabah) 
dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah yang telah terjadi kesepakatan 
antara kedua belah pihak, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya 
sebagaimana mestinya, pihak konsumen (nasabah) yang tidak memenuhi 
kewajibannya membayarkan angsuran tiap bulannya kepada bank sampai 
dengan kreditnya lunas, merupakan perbuatan yang melanggar kewajiban 
pihak konsumen (nasabah) yang telah disepakati dalam perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah, sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum bagi 
konsumen (nasabah) karena setelah dilakukan penagihan oleh pihak bank 
kepada pihak konsumen (nasabah) tidak melakukan kewajibannya 
sebagaimana mestinya. 
 Perbuatan pihak konsumen (nasabah) yang tidak melakukan 
kewajibannya masuk dalam kriteria wanprestasi karena kelalaian atau 
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kealpaan yang mana jika seorang debitur tidak melakukan apa yang 
disanggupi akan dilakukan dan melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi 
tidak sebagaimana dijanjikan, kriteria wanprestasi ini masuk dalam perbuatan 
konsumen tadi yang mana konsumen tidak melakukan apa yang telah di 
sanggupi akan dilakukan, dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
yaitu tidak membayarkan angsuran tiap bulannya kepada bank sampai dengan 
kreditnya lunas, sehingga perbuatan konsumen (nasabah) tersebut dapat 
dikatakan perbuatan wanprestasi, karna pada saat konsumen menandatanggani 
perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dengan bank yang berarti konsumen 
sepakat atau menyanggupi membayar angsuran tiap bulannya kepada pihak 
bank, akan tetapi pihak konsumen (nasabah) tidak melakukan apa yang di 
sanggupinya tadi setelah dilakukan penagihan oleh bank. 
 Karena sikap atau tindakan konsumen (nasabah) yang tidak memenuhi 
kewajibannya tersebut telah melanggar hak bank sebagai kreditor, yang 
berhak untuk mendapatkan pembayaran angsuran dari konsumen (nasabah) 
tiap bulannya sampai dengan kreditnya lunas, hal ini tidak sesuai dengan 
kesepakatan antara bank dengan konsumen (nasabah) dalam perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) oleh karena itu debitur harus bertanggung jawab 




Pertama, dalam proses perjanjian Kredit Pemilikan Rumah antara pihak 
bank dengan pihak konsumen melalui beberepa tahap, tahap pertama konsumen 
(nasabah) harus melengkapi syarat-sayarat administrasi dan mengisi formulir 
pengajuan permohonan Kredit Pemilikan Rumah, tahap kedua setelah konsumen 
memperlajari formulir permohonan kredit pemilkan rumah dan menyetujuinya 
barulah konsumen memperoleh surat perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dari 
pihak bank dan menandatanganinya bersama dengan bank, tahap ketiga setelah 
terjadinya kesepakatan antara bank dengan konsumen maka perjanjian itu dapat 
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dilaksanakan dan masing-masing pihak harus melaksanakan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. 
Kedua, peraturan yang berlaku pada pihak bank dengan konsumen 
(nasabah) serta hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian kredit 
pemilikan rumah telah diatur dalam peraturan internal bank yang berisi ketentuan-
ketentuan mengenai perjanjian Kredit Pemilikan Rumah serta peraturan 
pendukung lainnya yang oleh masing-masing pihak harus melaksanakannya 
sesuai dengn kesepakatan dalam perjanjian kredit pemilikan rumah. 
Ketiga, tanggung jawab hukum dalam perjanjian kredit pemilikan rumah 
muncul jika salah satu pihak melakukan kesalahan, dalam hal tanggung jawab 
hukum pada perjanjian Kredit pemilikan Rumah dengan adanya kesalahan yang 
dilakukan oleh salah satu pihak yaitu konsumen (nasabah) yang tidak memenuhi 
kewajibannya membayar angsuran tiap bulannya sampai dengan kreditnya lunas 
setelah dilakukan penagihan oleh pihak bank, dalam perjanjian ini merupakan 
perbuatan wanprestasi yang diatur berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata 
kesalahannya yang dilakukan karena nasabah tidak mampu lagi membayar 
kewajibannya yang berakibat kerugian bagi pihak bank maka debitur (nasabah) 
harus bertanggung jawab mengganti kerugian. 
4.2 Saran   
Pertama, hendaklah masyarakat yang akan memiliki rumah menggunakan 
sistem Kredit Pemilikan Rumah dapat mengerti dan memahami bagaimana proses 
Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, serta masyarakat dapat mengetahui apa saja 
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Kredit Pemilikan 
Rumah. 
Kedua, hendaklah konsumen yang akan mengajukan permohonan Kredit 
Pemilkan Rumah akan mengerti dan memahami tentang mekanisme dalam 
pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. 
Ketiga, hendaklah bank BTN Kantor Cabang Solo sebagai lembaga 
keuangan yang menyediakan jasa pemilikan rumah secara kredit agar dapat 
memberikan informasi bagi konsumen agar mudah dipahami mengenai 
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